
 

 
 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN 

SEBAGAI  LANDMARK DECISIONS  

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Oleh: 

ANDI FRATIWI 

2011102432130 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR 

JULI 2024 



 

 
 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 
116/PUU-XXI/2023 TENTANG AMBANG BATAS PARLEMEN 

SEBAGAI LANDMARK DECISIONS 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana 
Hukum (S.H) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 

 

Diajukan Oleh : 

ANDI FRATIWI 

 2011102432130 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM 

 FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR 

JULI 2024 



ii 
 

 

  



iii 
 

 



iv 
 

  

  



v 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 
tentang ambang batas parlemen sebagai landmark decisions. Putusan ini dievaluasi apakah 
memenuhi kriteria sebagai landmark decision. Tujuan penelitian ini adalah sebagai bentuk 
eksaminasi untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-
XXI/2023 dapat dikatakan sebagai landmark decision. Penelitian ini menggunakan metode 
yuridis normatif. Alat dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 
dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
116/PUU-XXI/2023, termasuk teks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan argumen 
hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Selain itu, 
penelitian ini juga akan mengacu pada undang-undang, konstitusi, dan dokumen hukum 
lainnya yang relevan dalam konteks hukum konstitusi dan politik di Indonesia. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-
XXI/2023 ini belum bisa dikatakan sebagai landmark decision karena hanya memenuhi 
tiga kriteria. Kriteria pertama tidak memuat prinsip hukum baru yaitu dalam amar putusan 
hakim menyatakan bahwa pasal 414 ayat 1 konstitusional bersyarat, bahwa ambang batas 
4% parlemen tetap berlaku pada pemilu 2024-2029, berarti hal ini menunjukan bahwa 
belum ada prinsip hukum baru. Prinsip hukum baru akan berlaku pada pemilu DPR 2029 
dan pemilu selanjutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan. Dalam kriteria ketiga bahwa 
putusan tidak membatalkan keseluruhan undang-undang karena dalam hal ini undang-
undang pemilu masih tetap berlaku namun hakim menyatakan pasal 414 ayat 1 
konstitusional bersyarat. 

 

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Landmark Decisions, Ambang Batas 
Parlemen 
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ABSTRACT 

This study analyzes the decision of the Constitutional Court Number 116/PUU-XXI/2023 
regarding the parliamentary threshold as a landmark decision. This decision is evaluated 
whether it meets the criteria as a landmark decision. The purpose of this study is as a form 
of examination to find out whether the Constitutional Court decision No. 116/PUU-
XXI/2023 can be said to be a landmark decision. This research uses a normative juridical 
method. The legal tools and materials used in this study include official documents related 
to the Constitutional Court decision Number 116/PUU-XXI/2023, including the text of the 
Constitutional Court's decision and legal arguments submitted by the parties involved in 
the dispute. In addition, this research will also refer to laws, constitutions, and other legal 
documents that are relevant in the context of constitutional law and politics in Indonesia. 
The data collection method used in this study is a literature study. The results of this study 
show that the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 cannot be said 
to be a landmark Decision because it only meets three criteria. The first criterion does not 
contain new legal principles, namely in the judge's ruling stating that article 414 
paragraph 1 of the conditional constitution, that the 4% parliamentary threshold remains 
in effect in the 2024-2029 elections, this means that there is no new legal principle. The 
new legal principle will apply in the 2029 House of Representatives elections and the next 
election as long as changes have been made. And in the third criterion, the decision does 
not cancel the entire law because in this case the election law is still in force, but the judge 
declared article 414 paragraph 1 of the conditional constitution. 

 

Keywords: Constitutional Court Decisions, Landmark Decisions, Parliamentary 
Threshold 
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